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1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan yang
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Lestari, 2017). Perin pajak sangat
penting terhadap ekonomi negara pada sast mi. Hal ini di sebablan kontribusi pajak
sangai berpengaruly lhutl pembmm h:hnesia. Pengelolaan pajak
menjodi priorits bag pererintahan dikarenakn pajak mehjadi salsh satu sumber
untuk _membiaya mhm i‘hmunnmh mﬁhkuhu upaya melakukan
sosfalisasi kepada M#H fentang arti penting pajak PRk melakukan

-Pldlﬂ:mmllkl heberupn Jjenis diantaranya Pajak htmﬁ.ﬂlu.m perdesaan
dan ;lﬁﬂlm (PBB-F2). Herlima, (2020) menyatakan Pajak bumi dan Wman
Erdnnm dﬂlperkﬂtaa.n (PBB-P2) ndalah pajak yang dlbﬂ\ra.rtnnﬂhh masyarakat
gian tanah dan bangunan, Dalsm Peraturan Daerah _Kﬂﬂ:mtm
Hmmgﬂ:’um | Tahin 2013 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
plrkﬁ'lﬂahi{E'FB—P‘}, Pajak bumi dan bangunan puﬂemhpﬁimm (PBB-P2)
adalsh “pajak atas bumi dan‘otsu bangunan yong dimilliki, dikonsai dan‘atao
dim_ﬁh:h orang pribadi atau badan untuk nhgr?nﬂmmth Perkotaan
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dmw;'_. 2 i
Dﬂpﬁl:ﬁ'ﬂlmpullcnn duri penjelasan diatas Pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-P2) Mﬁ&jﬂﬂgw&n masyarakat yang telah
memiliki tarsh dun Banginan yang mempesoleh manizat dari tanah dan bangunsn
tersebut kecuali kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak
bumi dun bangunan perdessan dan perkotasn (PBB-P2) juga termasuk salah satu
penerimasn negara yang memiliki potensi dan memiliki koniribusi  jika
dibandingkan dengan pajak lsinnyva. Hal itu disebabkan karena objek Pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan (FBB-P2) meliputi seluruh tanah dan
bangunan vang berada di wilayah Negara Indonesia (Pertiwi et al., 2017).




Hasil yang diterima dari Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(PBB-P2) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Maka dari itu, pemerintah
memerlukan peningkatan Pajok bumi dan bangunan perdesaan dan perkotann
(PBB-P2} sebagai penerimazan pemenntah  daerah.  Salah  satu  cam
meningkotkannya yaitu melalui sosialisasi pajak kepada wajib pajak (Gusar, 2015).
Diengan diadakan nya sosialisasi kepada wajib pajak diharapkan dapat mendorong
dan memberikan pengetahuan kepada wjib pajak. Sosialisasi kepada wajib pajak
harus dilakukan secara terus mmmwﬁﬁﬁﬁdﬂpnt memahami seberapa
penting membayar Pajuk bumi dan bangunan perdesann 'ﬂ-fl.perku!aun (PBB-P2).

Pajak biumi dan hangunan perdesaan dan perkotaan (PRB-P2) merupakan salah
satll ﬁak yang I,E:mmkﬁhmw“vemng daeraly untuk mr.'ng:&ila penerimaan
Fq& bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan m;:ug telah dipungut
oleh pemerintahan daersh. Hal ini diperkuat dengan adanya Unding-Undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana Pajak
bumi dan hmgurmu perdesaan dan perkotsan (PBB-P2) nmnj_ﬂi p;jnk yang
dikelols pemerintah dacrah, maka dari itu Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) menjadi Pendapatan Asli Daersh (PAD). Pendapatan Asli
Duerah (PAD) adalah pendapatan yang dibasilkan MMMME car
menggali potensi sumber dana yang berlokasi di daerah tersebut yang bertujuan
unmkmmbinxal pembangunan dagsah tersebut (Rahman, 2017)
udan}-nym dﬂﬂupm Pu}u!t bm dm hmglmau. pardesaa.n dan

menghampiri rumah dari ﬁhﬁ.-ﬂdﬂhﬂlmmﬂgmﬂ pendapatan Pajak
bumi dan bangunan perdesnnn d‘.nn péfkuiam{i’ﬁﬁ—ﬁ] belum maksimal, yaitu
sebagian besar masyarakatl di kecamaton Murung memilih untuk membayar pada
akhir batas pembayaran, bahkan melakukan pembayarmn setefah jatuh tempo yang
ditetapkan dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan. Dalam
Undang-Undang dacrah kabupaten Murung Rava No | tahun 2013 pasal 14, jatuh
tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 4 bulan sejak diterimanya Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT). Pada waktu validasi pintang yang dilakukan



oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung rava masih ada wajib pajak

yang belum membayarkan pajaknya.

Dapat dilihat data penerimasn Pajak bumi dan bangunsn perdesaan dan

perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, selama 5
tahun terakhir yaitu 200 8-2022.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak buml dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(PBB-P2) 2018-2022 dl Kecamatan Murung

Tahun anggt Tﬂhtyn:hu Belum Terbayarkan | Persentase
2018 Rp._ﬁﬂﬂﬁﬂ.ﬂi-ﬁ Rp. 399731509 |  Rp. 208:340.503 65,71%
2019 | Rp. 636629066 | Rp 439427023 | Rp, 197207043 69.02%
2020 | Rp. 702533535 [ Rp. 479411441 | Rp 223127004 68, 24%
021 Rp. 1.006:343331 | Rp. 677.190.615 | Rp. 329152716 67.29%
2022 | Rp, 1.109.296.116 | Rp, 588.505.979 [ Rp. S20.790.137 53,05%
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kobupaten Murung Riwa 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan Pajak bumi dan
bangunan perdesasn dan perkotann (PBB-P2) Perdesaan dan Perkolsan (PBB-P2)
5 tahun terakhir menigkat setiap tabunnya akan tetapibelum mencapal 100%.
Jumlah Pajak yang terbayarkan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.
Namun, setiap tahunnya jumlah pajak vang terbayarkan selalu mengalami
peningkatan mulai dari tahun 2018-2021 dan mengalami penurunan pada tahun
2027

Kepatuhan wajib pajak dalam mebayarkan Pajak bumidan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-P2} sangnt diperiukon unfuk meningkatkan penerimaan
pemerintahan daerah. Salmah. {Zﬂﬂ] harpeﬂhpul kepatuhan wajib pajak adalah
suaty kondisi dimana wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya. Wajib
pajak harus memahami bahwa sebagai wajib pajak yang memiliki keharsan untuk
membayarkan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2inya
karena wajib pajak memiliki bumi dan bangunan di wilayah Indonesia.

(rohar, (2019} menyatakan pergetahuan pajak adalah informasi vang diketahui
individu mengenai perpajakan. Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana
wajib pajak memahami tentang pajak seperti apa fungsi pajak. aturan dan Undang-



Undang tentang perpajakan, berapa tarif pajak dan bagaimana cara membayar Pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Lestari. 2017). Dard
penjelasan di atas penulis menyimpulkan Pengetahuan perpajakan adalah proses
dimana wajib pajak memahami kewajiban dalam membayar pajak, memahami
fungsi pajak. mengetabui tentang Undang-Undang perpajakon dan  dupat
menerapkannya dengan benar.

Dun penjelasan diatas penulis mw h:simpuiun pengetahuan tentang
pajak memiliki petmpﬂmhg dﬂww wajib pajak. Wajib pajak
yang memahami lentang perpajakan pastinyn skan dehM| hukum yang
mengikat apabiln tidak mﬁuhn pembayaran pajak. ﬁﬂmu wajib pajak
mmﬂmﬂ‘ lentang perpijakan beranggapan i!:lhﬂ menbayar Pajak bumi dan
‘blnymm perdmmn dan perkotaan (PBB-P2) tidaklah percuma dikarenakan hasil
dm w:mh.yq.mn wajib pajak tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan
dan mengembangkan daersh. Sedangkan wajib pajak yong kurang memahami
lmtii:g.m#.mnkﬂn melalnikan tugas mereka dalam nmmbnwmhmdﬂn
banginan perdessan dan perkotaan (PBB-P2). Kurangnya pendalaman sosialisasi
mambuat Mﬂﬂn dan pemshsman wajib pajak dalam perpajokan menjadi
kurang maksimal. Mengingat banvak wajib pajak di wﬂlﬂh Indonesis memiliki
tingkat pendidikan yang berbeda beda. Hal ini memibunt kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak belum maksimal.

Sanksi adalah suatu kondisi apabila seseorang telsh melangoar suatu peraturan
yang mm maka orang tersebut okan Wﬂﬂ hukuman. Sanksi
perpajakﬁfi"iiﬂé'laﬂ wajib pajak )ra]:l:.g telah melanggar peraturan tentang perpajakan
vang sudah ada akan dikenakan hukuman sesuni dengan Undang-Undang yang
berlaku (Khoiroh, 2017). Menurut (Muslim, 2018) sanksi pajak adalah sebuah
hukuman yang diberikan kepada wajib pajak vang melakukan tindakan
menyimpang dan peraturan perpajakan.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan, sanks: pajak
adalah sebuah hukuman yang akan dibenikan apabila wajib pajak melakukan suatu
tindakan yang menyimpang dan peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan
silah satu faktor fnin vang berpengarub terhadap kepatuhan wajib pajak dalam



melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Tujuan sanksi pajak ini vaitu agar
wajib pajak tidak melakukan tindakan menyimpang atau lalai datam melaksankaan
kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan diberlakukan nya sanksi pajak ada
bebernpa wajib pajak yang masih lalai dafam membayar pajak. Kurangnyn
perhatian pada sanksi pajak in1 membuat wajib pajak melalaikan tugas mereka
dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2),

Kesadaran wajib pnjak adalsh susty komdisi wajib pajak yang memiliki
pengetahuan akan patuh tﬂfhad:lp mm yang sudah berlaku serta
bﬂrkﬂmgmanmﬂnﬂ:tn! nuhi kewajiba lelmknnﬂﬁuhujmu 2019). Lestari,
(2017} mﬂljmtli.nn MWHHM adalah perasaan tumbtih dori dalam diri
wajib pajak ontuk mhwabm perpajakan dengan suka rela tanpa ada

‘Dari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan, kesadaran wajib pajak
dalam membayar pajak menjadi fuktor yang dapat mempenganthi kepatihan wajib
pujék-m menjalankan kewsjiban perpajakan. Kesadaran waiib, pajak adalah

t kendisi dimana didalam diri wajib pajok sdanys rssa yang timbul untuk

mﬂ:mﬂ pﬂ‘mpeq}n]nkﬂn dan memenuhi kewnjlhmpm]m_pkmmm Pemierintah
daerah mengharapkan kesadaran dalam diri wajib paj& untuk membayar Pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kesadaran dalam hal
memh;urp;gukm sulit dikendalikan hal ini disebabkan oleh karena hasil dan
atau pembayaran dari wajib pajak tidak bisa Wung dirasakan oleh
wnphmkmmmﬁaprpjﬂﬂhmzd:mwmﬁmnk merasa tidak perlu
membayar pajak.

Penelitian ini mgnﬂﬁlﬁh&mﬂppﬂaﬁﬁnﬂ,iﬁi}nﬁuh {2018}, Setyowati
& Yushita, (2017}, Patriandari & Amalia, (2022), Frawati & Parera. (2017))
Salmah, (2018), Gusar, {2015), Ayunda, (2015}, Wulandard & Wahyudi, (2022)
yang memiliki hasil pengetashuan berpengaruh positif don signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian vang dilakukan oleh Ramadhant et
al.. (2020) memiliki hasil penpetahean berpengaruh  tidak signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.




Dalam penelitian Prameswari et al., (2021) Gusar, (2015). Herlyastuti. (2018),
Erawati & Parera, (2017). Herlina, (2020), Setyowuti & Yushita, (2017), Gusar,
{2015), Ramadhanti et al., (2020} vang memiliki hasil sanksi berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan
penelitian yamg dilakukan oleh Ayunda, (2015), Patmandsn & Amalia, (2022),
memiliki hasil sanksi Berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Penelition yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi, (2022).
memiliki hasil Sunhim belpgpmmgmfkm

Penelitian lain jugn dilakukan oleh Tuwo. (3016}, Patriandari & Amalia,
(20223 Hui]r-mm, (2018), Erawati & Parera, (2017), Solmah, {2018), Herlina,
q,ﬂzﬂj. Setyowati & ‘.ﬁqﬂﬁh, {2017), Gusar, {Iﬂlﬂ, mmﬂiﬁ hasit hahwa
Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuzn Perpajakan tidak hqsuq;lruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak bumi don bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2). Sedangkon Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari &
Wahyudi, (2022), memiliki hasil Kesadaran Wajib Pajak herpengaruh tidak
signifikan h'h'lﬂnp Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
MMI

Dari uraian latar belakang distss peneliti mmm Ketertatikan untuk
melakukan penelitian mengenal “Pengaruh Pengetshuan, Sanks: dan Kesadaran
Masyamkat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar M bumi dan
bangunan perdesann dan perkoluan (PBB-P2) Di Kecamatan Murung”. Perbedaan
penelition ini dan ].md’ﬁln Mﬁ terletak pada lokasi don tahun yang
digunakan. Lokasi penelitian ini adalah kecamatan Murung, kabupaten Murung
Raya. Kalimantan Tengah dan menggunakan tahun 2023,

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalsh penelitian ini sebagai

berikut:

|. Apakah pengelshuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuban
wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesasn dan
perkolaan (PBB-P2)?



pajak dalam membayar Pajok bumi dan bangunan perdesamn dan perkotsan
{PBB-P2?

3. Apakah kesadarsn masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-P2)?




1.4 Tujuan Penelltian
Tujuan dari penelitian ini sehagai berikut:
| Untuk menguji secara empiris pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
2. Untuk menguji secara empiris sanksi_berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wlgih ]ﬂjﬂk i

mrdnjrarpnjnk. e

2. Hasil dari penelitian ini diharapks
lainnyn yang ingin meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak
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